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ABSTRAK

Hukum diartikan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam
suatu kehidupan bersama, tujuan pokok dan hukum adalah menciptakan masyarakat
yang tertib dan sejahtera, dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan
kepentingan manusia akan tcrlindungi. Akan tetapi, perlindungan dan penegakan
hukum di bidang kesehatan masih kurang. Masih terdapat kasus yang terjadi terhadap
seorang pasien yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya, yang terburuk dan
kadang-kadang berakhir dengan kematian. Penelitian mi mempertanyakan
perlindungan hukum pidana korban tindak pidana di bidang medis dan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang medis.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi mi adalah tipe penelitian yuridis
normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder maupun tersier, dengan analisis data dilakukan metode
deskriptis analitis dengan metode data diperoleh melalui kepustakaan.
Hasil penelitian mi adalah Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bidang
medis dalam hukum pidana positif di Indonesia saat mi dilakukan dengan
mengenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan KUH Pidana, UU No. No.
36 Tahun 1999 tentang Kesehatan, juga UU. No. 29 Tahun 2004, tentang Praktek
Kedokteran dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku. dalam pelaksanaannya
masih terdapat kelemahan baik dalam perumusan tindak pidana, perumusan
pertanggungjawaban pidana, serta perumusan pidana dan pemidanaannya.
Pertanggungjawaban tindak pidana di bidang medis mi bisa memiliki subyek hukum
perseorangan maupun korporasi, di mana dalam hukum pidana positif saat mi belum
ada aturan yang seragam dan konsisten. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
tindak pidana medis terhadap korban tindak pidana di bidang medis dalam, hukum
pidana di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan langsung terhadap
korban berupa adanya jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian dan juga
perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana serupa. Di samping
itu dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang medis diharapkan
untuk harmonisasi perundang-undangan pidana di bidang medis dan kesehatan dapat

bﬁ:rjalan baik terkait upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana
dibidang medis.
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BAB I \ 4 7%

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan
UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan bangsa indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat indonesia.'

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan-
kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat
sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam
suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan

memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan

! Pembukaan Undang-Undang Dasar R

epublik Ind, j i
N o v a4 publik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi



suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera didalam
keseimbangan-keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat
diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.?
Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan
terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat contoh kasus yang
terjadi terhadap seorang pasien yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya,
yang terburuk dan kadang-kadang berakhir dengan kematian.?
Berikut contoh-contoh kasus dugaan malpraktik:4
1. Kasus seperti alergi obat, misalnya Steven Johnson Syndrome, yang
seharusnya tidak dapat dikategorikan malpraktik, oleh media langsung divonis
sebagai kasus malpraktik.

2. Kasus bayi kembar yang mengalami buta dan gangguan penglihatan.

3. Kasus pasien (Djamiun) yang meninggal dunia karena kelebihan dosis obat
yang diberikan.

4. Maulana adalah seorang anak berusia 18 tahun. Dulunya adalah anak yang
menggemaskan dan pernah menjadi juara bayi sehat. Namun makin hari

tubuhnya makin kurus dan organ tubuhnya tidak bisa berfungsi secara normal.

2 .
S rto, Pit i 31 .
—_—— oeparto, Pitono, dkk, 2008, Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan, Airlangga, Surabaya,

. 3 Sri Sumiati, 2009, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Medis. Tesi
Magister [lmu  Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 1 ’D CISIS’
http//:w»\:w.undip.ac.id diakses tgl 25 September 2012 Pukul 20.34 Wlé. , . . e

DIR I/ KAM & TRANNAS BARESKRIM POLRI JAKART

A, ]
Malpraktek Pelayanan Kesehatan, Edisi Tinjauan Kasus Kriminal, 4 juli 201 urnal Aspek Hukum

0, him. 36.
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Tragedi ini terjadi ketika Maulana mendapat imunisasi dari petugas kesehatan.
Diduga kuat Maulana adalah korban malpraktek.

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya dianggap sebagai profesi
yang mulia (officium nobel) dan terhormat dimata masyarakat. Seorang dokter
sebelum melakukan praktek kedokterannya atau melakukan pelayanan medis
telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Dari profesi ini
banyak masyarakat menggantungkan harapan hidupnya dari kesembuhan dan
penderitaan sakitnya. Sekarang ini tuntutan professional terhadap profesi
kedokteran makin tinggi, berita yang menyudutkan serta tundingan bahwa
dokter telah melakukan kesalahan di bidang medis bermunculan. Di negara-
negara maju yang lebih dulu mengenal istilah malpraktik medis ini ternyata
tuntutan terhadap dokter yang melakukan ketidak layakan dalam praktek
juga tidak surut. Biasanya yang menjadi sasaran terbesar adalah dokter
spesialis bedah (ortopedi, plastic dan syaraf), spesialis anestesi serta spesialis
kebidanan dan penyakit kandungan.’

Semakin meningkatnya wacana pembicaraan akan pemenuhan Hak
Asasi Manusia (HAM), maka tuntutan atas nama HAM kerap menjadi
penyebab konflik yang terjadi, seperti rasa ketidakadilan, pembohongan,
penipuan, ketidakjujuran, ketidakterbukaan, pembodohan, dan sebagainya.

sehingga sedikit saja hal itu dirasakan oleh pasien, maka membuka peluang

* DIR 1/ KAM & TRANNAS BARESKRIM POLRI JAKART

Malpraktek Pelayanan Kesehatan, Edisi Tinjauan Kasus Kriminal, 4 Juli 201 iy Sotee vl

0, him 5.



sengketa pada tahap selanjutnya. Hanya disini sangat disayangkan bahwa
pemahaman tuntutan pemenuhan hak asasi manusia oleh pasien tidak diikuti
dengan kesadaran logika medik dan logika hukum, dimana pasien belum atau
tidak mengerti tentang dunia kesehatan atau pelayanan dengan dibandingkan
dengan besaran biaya yang dikeluarkan, pasien tidak memperhitungkan
faktor-fakor keunikan dari seorang manusia yang berbeda hasilnya dari
perbedaan umur, jenis kelamin, ras, sosial-ekonomi walaupun jenis
penyakitnya sama atau bisa juga dari berat ringannya penyakit, akut-kronisnya
penyakit, belum lagi bila ada penyakit penyerta dan masih banyak lagi faktor
yang mempengaruhi hasil suatu tindakan medik atau perawatan pelayanan
kesehatan.®

Berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
yang menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, lebih
komprehensif mengatur tentang adanya peluang bagi pengguna jasa atau
barang untuk mengajukan gugatan tuntutan hukum terhadap pelaku usaha
apabila terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap
telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan atau tidak melakukan atau
terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa
atau barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian.

Hal ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen Jasa pelayanan

® Desriza Ratman, 2012, Mediasi Non Litigasi Terhadap

Win-win Solution, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 11. AR Mactdi Dengan Konsep



kesehatan dapat menuntut atau menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga
kesehatan lainnya jika terjadi konflik. Pada era global dewasa ini, tenaga
medis merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat,
karena sifat pengabdiannya kepada masyarakat yang sangat kompleks.7

Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang besar
terhadap pembangunan, khususnya dibidang kesehatan. Hukum kesehatan
termasuk hukum lex specialis yang melindungi secara khusus tugas dan
profesi kesehatan dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan
deklarasi Health for All dan perlindungan secara khusus terhadap pasien untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan.®

Istilah “Malpraktek” tidak dijumpai dalam KUHP, karena memang
bukan istilah yuridis, istilah “malpraktek™ hanya digunakan untuk menyatakan
adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi, baik
dibidang kedokteran maupun di bidang hukum.

Malapraktik berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak
semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari
seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan
oleh kelompok profesinya. Sehingga malpraktik dapat diartikan melakukan

tindakan atau praktik yang salah atau yang menyimpang dari ketentuan atau

;Ibid, hlm. 11.
Nusye Ki Jayanti, 2009, Penyelesaian Hukum Dalam Malap

SisTaiz omsnEe b 1, raktik Kedokteran, Pustaka



prosedur yang baku (benar)g. Dalam bidang kesehatan, malapraktik, adalah
penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit)
oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita
atau pasien. Lebih khusus lagi bagi tenaga medis (dokter atau dokter gigi).
Malpraktik medik dapat terjadi karena tindakan kelalaian ataupun suatu
kekurang mahiran atau ketidakkompeten yang tidak beralasan. Selama ini
dalam praktek tindak pidana yang dikaitkan dengan dugaan malpraktik medik
sangat terbatas. Untuk malpraktik medik yang dilakukan dengan sikap batin
culpa hanya 2 Pasal yang biasa diterapkan yaitu Pasal 359 (jika
mengakibatkan kematian korban) dan Pasal 360 KUHP (jika korban luka
berat). Pada tindak pidana aborsi kriminalis (Pasal 347 dan 348 KUHP).
Hampir tidak pernah jaksa menerapkan pasal penganiayaan (Pasal 351-355
KUHP) untuk malpraktik medik.

Saat ini masyarakat banyak yang menyoroti kinerja tenaga medis, baik
sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media
cetak atau media elektronik. Kebanyakan masyarakat kurang memahami
bahwa masih banyak faktor lain diluar kekuasaan tenaga medis yang dapat
mempengaruhi hasil upaya medis, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi
fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan pasien untuk

mentaati nasehat dokter, Faktor-faktor tadi dapat mengakibatkan upaya medis

9 .« g .
Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 167



(yang terbaik sekalipun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu,
tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh
dengan uncertainty dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik. 10

Begitu pula dengan proses diagnosis (mencari dan mendefinisikan
gangguan kesehatan), yang pada hakikatnya merupakan bagian dari pekerjaan
tenaga medis yang paling sulit, meskipun sudah banyak alat canggih yang
diciptakan untuk mempermudah pekerjaan ini, tetapi tidak menutup
kemungkinan terjadinya tingkat kesalahan (perbedaan klinik dan diagnosis
otopsi klinik) di berbagai rumah sakit di negara-negara maju.ll

Pada kenyataan sehari-hari sering terdengar keluhan-keluhan dari
masyarakat tentang mutu pelayanan yang diterima dari rumah sakit, keluhan
tersebut antara lain mengenai pelayanan rawat inap yang dianggap kurang
nyaman, ada juga keluhan mengenai pelayanan IGD atau UGD yang
dianggap kurang cekatan dan tidak manusiawi. Dikeluhkan bahwa petugas
UGD tidak segera memberikan pertolongan pada pasien kecelakaan lalu lintas
dengan alasan menunggu keluarga dekatnya, setelah keluarga dekat pasien
datang, petugas tersebut menanyakan pada mereka mengenai siapa yang
bertanggung jawab atas biaya rumah sakit, keluhan-keluhan tersebut tidak

seluruhnya benar, misalnya dalam kasus petugas UGD.'?

' Desriza Ratman, Op. Cit. him. 12.

11 .
Ratna Sitorus, 2005, Mod i ; ; :
EGC, Jakarta, him. 8. odel Praktik Keperawatan Profesional Di Rumah Sakit, Kedokteran
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Secara faktual petugas UGD tidak bisa disalahkan sepenuhnya apabila
menanyakan pada pasien apakah membawa uang atau tidak, bukan karena
khawatir pasien tidak membayar biaya pengobatan atau perawatan, tetapi
karena ada resep dokter yang cukup mahal yang harus ditebus di apotek,
ternyata pula pasien bukannya ditelantarkan, bahkan telah dilakukan
pertolongan pertama dan tindakan selanjutnya menunggu ditebusnya resep
tersebut. Selain itu, pihak rumah sakit selalu dipersalahkan apabila terjadi
akibat buruk pada pasien yang terjadi saat atau setelah mendapat pengobatan
atau perawatan atau tindakan medis yang berupa keadaan penyakit yang
semakin parah, timbul cidera atau bahkan kematian, permasalahannya adalah
apabila seorang tenaga medis dianggap selalu harus bertanggung jawab jika
terjadi akibat buruk pada pasien, atau tidak berhasil menyembuhkan pasien,
maka hal ini justru dapat merugikan pasien yang bersangkutan.

Semua keluhan penilaian pasien terhadap rumah sakit atau tenaga
medis diatas tidak seluruhnya benar dan bersifat subjektif. Akan tetapi,
keluhan tersebut secara faktual tidak dapat diabaikan begitu saja agar tidak
menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan dan melelahkan. Seperti
kasus korban usus hilang 35 sentimeter minta keadilan. Dewan Kesehatan
Rakyat (DKR) mengecam ketidakseriusan pihak kepolisian Polda Riau yang
tidak menindaklanjuti kasus dugaan malpraktik yang menimpa Ellyna Fitri
pasien dari Indragiri Hulu, Riau di RSUD Indra Sari. Menurut Tim Litigasi

DKR, Royke Barce Bagalatu S.H, operasi usus buntu tanpa persetujuan



keluarga adalah melanggar UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran Pasal 45 ayat 5 yang menegaskan bahwa “ setiap tindakan
kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus
diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak
memberikan persetujuan”. Sedangkan infeksi yang disebabkan operasi usus
buntu dan menyebabkan pemotongan usus sepanjang 35 sentimeter pada
Ellyna Fitri yang hingga saat ini terganggu kesehatannya adalah kelalaian
seperti tertera pada KUHP Pasal 360 ayat 1 yang berbunyi “ barang siapa
karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan luka-luka berat, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling
lama satu tahun”. Selama ini IDI melakukan proteksi berlebihan pada
anggotanya dan meninggalkan nilai kemanusian. Ada ratusan kasus
malpraktek terjadi di Indonesia namun hanya beberapa saja yang bisa masuk
ke pengadilan dan belum tentu bisa memberi vonis yang pantas bagi dokter-
dokter yang melakukan malpraktik. Seharusnya menurut Hadi Supeno, IDI
meningkatkan kualitas dokter dengan tetap berorientasi pada perlindungan
pasien bukannya dengan mengorbankan pasien, karena selama ini pelaku
malpraktik selalu dilindungi IDI.'?

Tindakan malpraktik menimbulkan kerugian baik materiil maupun

immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban, kasus

13
Korban Usus Hilang 35 Sentimet j
. e ;
hftp://www.tnbunnews.com/2010/06/01/Korban. Usus. Hilang. 35. rSentime?;[;mc;\/l' Kead{lan,
diakses tanggal 02 Oktober 2012, Pukul 17.22 WIB. + SR SR
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malpraktik yang ada seringkali berujung kepada penderitaan pasien, oleh
karena itulah perlu dikaji bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan
hukum bagi pasien, terutama yang menyangkut masalah hubungan hukum
pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak, pertanggung
jawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Relatif kecilnya perhatian pada korban tindak pidana kejahatan
sebagaimana dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
hanya merumuskan hak korban tindak pidana kejahatan dalam satu pasal,
yaitu Pasal 14 ¢ ayat (1) yang mengatur hak ganti kerugian bagi korban tindak
pidana kejahatan yang bersifat keperdataan. Di dalam KUHAP juga rﬁengatur
hak korban tindak pidana kejahatan dalam Pasal 98-101, yang mengatur
tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

Oleh karena itu berdasarkan uraian, keadaan dan kenyataan di atas,
maka penulis tertarik dan ingin mengkaji permasalahan diatas yang berjudul :
"PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN

TINDAK PIDANA DI BIDANG MEDIS”

. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka timbul

permasalahan-permasalahan yang akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Korban tindak pidana di

bidang medis ?

2. Bagaimana menentukan kesalahan Pelaku tindak pidana di bidang medis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

8

Mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum pidana terhadap
korban tindak pidana di bidang medis.
Mengetahui dan menganalisa menentukan kesalahan pelaku tindak

pidana di bidang medis.

b. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum
pidana, khususnya tentang tindak pidana medis.

Manfaat praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan
dan menentukan kebijakan dalam upaya memberikan perlindungan
hukum terhadap korban tindak pidana di bidang medis di Indonesia.

Khususnya, dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia

dimasa yang akan datang,
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D. Kerangka Teoritis

Suatu tindakan yang ditempuh oleh tenaga medis dapat dikatakan adalah

merupakan suatu tindakan malpraktek apabila telah memenuhi unsur-unsur

sebagai berikut 14

1. Adanya duty (kewajiban) yang harus dilakukan, hal ini dikarenakan
adanya perjanjian antara para pihak.

2. Adanya dereliction of that duty (penyimpangan kewajiban), misalnya
tenaga medis telah gagal bertindak sesuai dengan norma yang telah
ditentukan disebabkan karena adanya kesengajaan atau kelalaian
contohnya perbuatan tenaga medis yang telah melanggar standar
perawatan bagi pasiennya.

3. Adanya damage (kerugian), akibat dari perbuatan tenaga medis dalam
hubungannya dengan pasien menimbulkan suatu kerugian bagi si pasien,
baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kerugian itu dapat
mengenai tubuh pasien sehingga menimbulkan rasa tidak enak ataupun
kerugian dalam bentuk materi atau uang.

4. Adanya direct causal relationship (berkaitan langsung) antara pelanggar
kewajiban dengan kerugian. Hubungan sebab-akibat yang paling langsung
dapat timbul dalam hubungan tenaga medis-pasien yaitu bila dari

perbuatan medis itu timbul akibat yang merugikan pasien. Misalnya

14 .
Soerjono Soekanto d .
Jakarta, him, | 5-,']. 0 dan Herkutanto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Remaja Karya,
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akibat dari pemakaian obat yang diberikan oleh dokter, bidan ataupun

tenaga medis lainnya.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka suatu tindakan yang
dilakukan oleh tenaga medis dapat dikategorikan adalah malpraktek.
Kelalaian medis adalah salah satu bentuk dari malpraktek medis yang
paling sering terjadi.

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: 15

1. Malfeasance yaitu melakukan tindakan yang melanggar hukum atau
tidak tepat atau layak, misalnya melakukan tindakan medis tanpa
indikasi yang memadai.

2. Misfeasance yaitu melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi
dilaksanakan dengan tidak tepat misalnya melakukan tindakan medis
dengan menyalahi prosedur.

3. Nonfeasance yaitu tidak melakukan tindakan medis yang merupakan
kewajiban baginya. |

Apabila kelalaian itu sudah mencapai suatu tingkat tertentu
dan tidak memperdulikan benda, mencelakakan, menciderai atau

bahkan merenggut nyawa orang lain maka sifat kelalaian itu bisa

15 ;
Eka Julianta Wahjoepramono, 2012, Konsekuensi . :
Karya Putra Darwati, Bandung, him, 89, » Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik,
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berubah menjadi serius dan kriminal, karena sifat kelalaian ini sudah
merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum  serta

pelanggaran terhadap perundang-undangan.l6

c. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat. 17

2. Sumber Penelitian
Untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini,
maka penulis mempergunakan data sekunder. Data sekunder adalah data
yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang
berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk
laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data
sekunder tersebut, terdiri dari ;'3
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

seperti peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan

permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di

18 Ibid, hlm. 100.

17 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum

, Sinar Grafika, Jak
'8 Jbid, him. 106. arta, him. 105
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bidang medis, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti Keputusan Presiden Nomor 56 tahun
1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK), makalah-

makalah dan Hukum kesehatan dan lain-lain.

(U8 ]

Bahan hukum fertier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti
kamus kesehatan dan kamus hukum.
3. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui
kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,
publikasi, dokumen resmi, buku-buku dan juga membutuhkan
informasi dan wawancara dengan tenaga medis atau instansi yang

berkenaan dengan objek penelitian yang diperlukan sebagai data
penunjang penelitian ini.'

4. Analisa Bahan Penelitian

% Ibid, him. 107.
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Analis Bahan Penelitian yang ditempuh dalam penelitian
bersifat penguraian deskriptif analitis. Analisa data yang dipergunakan
adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan Hukum primer dan bahan
Hukum sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur Hukum
positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk
menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan
dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek

kajian.?

2 1pid
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